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 Abstract: Pengabdian ini bertujuan agar staf pada 
dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi 
nusa tenggara barat menjadi paham dalam membuat 
naskah dinas yang baik dan benar yang mengacu 
pada pergub no. 98 tahun 2023 tentang tata naskah 
dinas dan juga terampil dalam pengelolaan arsip 
serta mulai meninggalkan menyimpan arsip dengan 
sistem tumpukan. Metode pendekatan yang 
digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi 
mengenai panduan dan petunjuk penulisan tata 
penulisan naskah dinas dan tata kelola arsip. Dalam 
panduan tersebut telah ada contoh-contoh naskah 
dinas, langkah-langkah penulisan serta aturan-aturan 
yang harus diikuti dan dilaksanakan. Hasil dari 
kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan 
pemahaman staf pada dinas pekerjaan umum dan 
penataan ruang provinsi nusa tenggara barat tentang 
Pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan. 
Staf pada dinas terkait mulai menyimpan arsip 
menggunakan map ordner agar arsip dokumen 
terebut dapat diklasifikasikan dengan baik agar 
memudahkan dalam pencarian arsip. 
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Pendahuluan  

Surat merupakan suatu dokumen tertulis yang biasa digunakan dalam 

berbagai kepentingan administrasi, komunikasi resmi atau pertukaran informasi 

antar Lembaga atau instansi dalam suatu Lembaga/instansi, biasanya surat haruslah 

sesuai dengan tata naskah dinas yang telah ditetapkan atau disahkan dalam suatu 

daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan kejelasan komunikasi atau 

informasi di dalam surat yang dikeluarkan oleh Lembaga/instansi terkait.  

Kemudian Tata naskah dinas adalah pengaturan informasi tertulis yang 

mencakup penyusunan jenis, format, persiapan, pengamanan, pengesahan, 

penyebaran dan penyimpanan. Tata naskah dinas juga merupakan tahap pertama 

dalam proses penciptaan arsip.  Dalam Tata naskah dinas ada pengaturan tentang 
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jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, dan distribusi.  

Pedoman umum tata naskah dinas, sebagai salah satu unsur administrasi 

umum yang meliputi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, 

penggunaan lambing intuisi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, 

pembatalan produk hukum, dan ralat (Wikaningtyas et al., 2024). 

Menurut Puji Subakti dan Yeffry Handoko (dalam Putra et al., 2022) 

memaparkan bahwa implementasi sistem tata naskah dinas memberikan kemudahan 

dalam pelacakan naskah dinas dan peningkatan respontime, Di dalam suatu 

administrasi pemerintah pengelolaan kearsipan juga sangat berperan penting karena 

merupakan pusat memori atau pusat penyimpanan bagi setiap kegiatan di 

Lembaga/instansi. Arsip dapat digunakan sebagai pusat informasi dan referensi yang 

dapat membantu setiap Lembaga pemerintah untuk mendukung kelancaran 

kegiatannya. 

Menurut Wursanto (dalam Ari et al., 2018) mengatakan bahwa kearsipan 

adalah suatu kegiatan yang akan berkaitan dengan penerimaan, pencatatan, 

penyimpanan, penggunaan, pemusnahan, penyusutan dan pemeliharaan benda-

benda arsip. Dengan adanya pengelolaan arsip yang baik diharapkan mampu 

melaksanakan tata naskah dinas dengan baik. 

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik kuncinya adalah pembuatan 

tata naskah dinas dan pengelolaan arsip yang baik. Pembuatan naskah dinas dan 

pengelolaan arsip yang tidak efektif dan efisien di dinas pekerjaan umum dan 

penataan ruang provinsi nusa tenggara barat disebabkan oleh beberapa 

permasalahan yaitu minimnya pengetahuan staf pada dinas ini mengenai 

pengelolaan tata naskah dinas yang mengacu pada pergub no. 98 tahun 2023 tentang 

tata naskah dinas dan staf pada dinas ini juga belum memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam pengelolaan arsip yang tepat dan cepat. Penyimpanan arsip 

masih menggunakan sistem tumpukan dan tidak diklasifikasikan dengan baik dan 

lembar peminjaman arsip pada dinas terkait belum diterapkan dengan benar. 

Penulis berkesempatan melaksanakan kegiatan ini pada dinas pekerjaan 

umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat. Dinas ini merupakan salah 

satu badan pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan administrasi seperti tata 

naskah dinas dan tata kearsipan sebagai media komunikasi, pedoman dalam 

bertugas, sebagai bukti tertulis dan sebagai sarana pengingat. Dinas pekerjaan umum 

dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat juga memiliki peran yang sangat 



 

 
Vol. 03, No. 06, Juni, 2024, pp. 713 -722  

715 
 

penting dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik di 

Provinsi Nusa Tenggara barat. Adapun unit kerja tempat saya melaksanakan 

Pengabdian tersebut adalah pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian.  

Kegiatan ini bertujuan agar staf pada dinas pekerjaan umum dan penataan 

ruang provinsi nusa tenggara barat menjadi paham dalam membuat naskah dinas 

yang baik dan benar yang mengacu pada pergub no. 98 tahun 2023 tentang tata 

naskah dinas dan staf pada dinas terkait menjadi juga terampil dalam pengelolaan 

arsip sesuai dengan pedoman dalam pergub no. 16 tahun 2017 tentang pengelolaan 

arsip dinamis pemerintah provinsi nusa tenggara barat. Kemudian diharapkan staf 

pada dinas terkait juga menjadi terampil dalam melakukan penyimpanan dan 

penemuan arsip serta dapat menerapkan lembar peminjaman arsip yang baik dan 

benar. 

 

Metode  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukanlah metode 

sosialisasi. Sosialisasi ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman staf pada dinas 

pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat mengenai 

panduan yang berlaku. Sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa persiapan.  

1. Perencanaan  

Adapun yang menjadi tahapan awal dalam perencanaan kegiatan ini adalah 

penyusunan modul sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Modul yang 

dipersiapkan adalah: 

a) Modul tentang tata naskah dinas 

b) Modul tentang tata kelola arsip 

c) penyediaan dokumen pendukung seperti buku agenda manual, lembar 

disposisi dan lembar peminjaman arsip.   

2. Pelaksanaan sosialisasi  



 

 
Vol. 03, No. 06, Juni, 2024, pp. 713 -722  

716 
 

 

Gambar 1. Sosialisasi Tentang Tata Naskah Dinas 

Sosialisasi ini berlangsung selama 3 jam. Dalam sosialisasi tersebut membahas 

tentang panduan naskah dinas yang sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu, 

contoh-contoh naskah dinas, langkah-langkah penulisan, serta aturan-aturan yang 

harus diikuti dalam pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan pada dinas 

pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat.  

 

Hasil  

Staf pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara 

barat mulai paham mengenai pelaksanaan tata naskah yang merujuk pada Pergub 

No.98 tahun 2023 tentang tata naskah dinas. Staf pada dinas terkait mulai melakukan 

pembaharuan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pergub ini akan digunakan 

sebagai pedoman dan acuan dalam pembuatan naskah dinas. Pedoman tata naskah 

dinas ini dilakukan untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektifitas administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengotimalkan pelaksanaannya 

makan dilakukanlah sosialisasi untuk menambah pemahaman staf tentang tata 

naskah dinas dan tata kearsipan. 

Dalam sosialisasi tersebut membahas tentang isi dalam pedoman tata naskah 

dinas yang berlaku. Diantaranya adalah penerimaan dan pencatatan arsip yang akan 

dilaksanakan pada dinas terkait. Selanjutnya staf tersebut melaksanakan pembuatan 

naskah dinas sesuai dengan pedoman yang berlaku. Setelah sosialisasi dilanjutkan 

dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam sosialisasi ini memperkenalkan dan 

menyampaikan tujuan kegiatan (Hidayat et al., 2022). 
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Gambar 2. Proses Pembuatan Tata Naskah Dinas 

Dalam proses pembuatan naskah dinas ini ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan mulai dari kop surat, penomoran, penggunaan kertas, penggunaan 

tinta, jarak spasi, jenis dan ukuran huruf serta kata penyambung, paraf, tanda tangan, 

stempel, amplop, map, dan nomor halaman. Semua itu harus diperhatikan dalam 

proses pembuatan tata naskah dinas. Tahap penerimaan surat harus dilakukan 

dengan baik. Penulis membantu staf dalam memeriksa keaslian dan kebenaran dari 

surat atau dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian informasi yang diberikan. 

Surat yang baru masuk akan dipusatkan di Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang 

kemudian akan di sortir dan memastikan jenis dan klasifikasinya. 

Kasubag umum kepegawaian selaku penerima surat akan menyertakan lembar 

disposisi untuk diserahkan kepada pimpinan yang kemudian surat tersebut akan 

diregistrasi di buku agenda. Setelah itu surat dibawa ke sekretaris dinas untuk di 

disposisi sesuai dengan tujuan dan pokok masalah yang dimaksud. Lembar disposisi 

ini sendiri berfungsi sebagai tanggapan dari pimpinan atas isi surat tersebut dan 

memberikan instruksi kepada staf. 

 Setelah itu surat tersebut akan dikembalikan ke Sub bagian umum dan 

kepegawaian untuk didistribusikan ke bidang atau balai yang dituju agar segera bisa 

diproses dan ditindaklanjuti. Surat yang asli akan diarsipkan oleh bagian umum dan 

kepegawaian sedangkan surat yang didistribusikan ke bidang atau balai yang telah 

dituju merupakan hasil Salinan berupa hasil photocopy. 
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Gambar 3. Aur Penerimaan Surat Masuk 

Kegiatan selanjutnya adalah pengelolaan surat keluar pada dinas pekerjaan 

umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat dalam pembuatannya dapat 

di buat oleh sub bagian masing-masing bidang atau balai. Untuk penyusunannya 

mengikuti pedoman yang berlaku namun tetap harus di berkoordinasi dengan sub 

bagian tata usaha agar surat yang dibuat sesuai. Yang pertama dilakukan adalah 

pembuatan konsep surat, kemudian pengetikan surat, setelah itu pemeriksaan surat. 

Selanjutnya surat tersebut di tulis ke dalam buku agenda keluar.  

Langkah terakhir adalah penyerahan surat tersebut kepada pimpinan untuk di 

tandatangani dan akan di disposisi sesuai dengan tujuan dan pokok surat dari surat 

tersebut. Setelah itu surat tersebut akan di buat sebanyak 3 ekslempar. Untuk lembar 

pertama yang asli akan di simpan oleh sub bagian umum dan kepegawaian kemudian 

lembar kedua untuk pembuat dan lembar ketiga untuk didistribusikan sesuai dengan 

disposisi surat tersebut.  

Kemudian kegiatan selanjutnya adalah penyimpanan arsip. Kegiatan yang 

dilakukan adalah melakukan penyortiran terhadap arsip- arsip tersebut untuk 

mengelompokkan berdasarkan jenisnya yang telah dicantumkan dalam kartu kendali 

atau menurut kode kegiatannya. Setelah itu surat tersebut diperiksa lagi untuk 

mengetahui surat tersebut telah ada tanda persetujuan dari pimpinan yang 

menyetujui bahwa surat tersebut bisa di simpan secara manual menggunakan map 

ordner. Selanjutnya surat tersebut disimpan dalam map ordner yang telah diberi label 

dan subjek. 
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Gambar 3. Alur Penerimaan surat masuk 

Surat Masuk 
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Gambar 4. Penyimpanan Arsip Sebelum Dilakukan Sosialisasi Masih di Tumpuk 

 
Gambar 5. Penyimpanan arsip setelah dilakukan sosialisasi 

Surat tersebut telah diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya kemudian map 

ordner tersebut telah diberikan judul dan kode kegiatan untuk memudahkan dalam 

pencarian arsip yang akan datang. 

Menurut Wazir (dalam Mustamin et al., 2023) partisipasi dapat diartikan 

sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi 

tertentu. Dalam pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan pada Dinas PUPR 

Provinsi Nusa tenggara barat melibatkan banyak pihak yang telah berpartisipasi 

dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. Berikut ini saya akan uraikan: 

1. Kepala Dinas 

Kepala dinas bertanggung jawab atas pengawasan terhadap proses tata 

naskah dinas dan tata kearsipan. Kepala dinas akan Menyusun kebijakan dan 

memberikan persetujuan pada surat atau dokumen yang diberikan. 

2. Sekretaris Dinas 

Sekretaris dinas bertugas untuk mengkoordinasikan dan memastikan 
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kegiatan tata naskah dinas sdan tata kearsipan telah dilaksanakan dengan baik. 

Kemudian Sekdis juga membantu kepala dinas dalam mengawasi pelaksanaan 

administrasi. 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Bagian ini bertugas untuk menjalankan dan mengawasi kegiatan terkait 

penataan tata naskah dinas dan tata kearsipan serta memastikan bahwa surat 

atau dokumen tersebut telah disusun dan disimpan sesuai dengan prosedur 

yang ada.  

4. Kepala bidang/Kepala Balai 

Beliau bertugas untuk memastikan tata naskah dinas dan tata kearsipan 

pada bidang dan balai masing-masing telah berjalan sesuai dengan prosedur 

yang ada.  

5. Pegawai TU 

Disini mereka bertugas untuk Menyusun, mengelola dan menyimpan 

dokumen. 

6. Pengelola Arsip 

Pengelola arsip bertugas untuk mengarsip dokumen termasuk 

menentukan jenis, menyimpan dan memelihara dokumen.  

7. Penyusun Naskah Dinas 

Penyusun bertugas untuk menyiapkan draft surat dins sesuai dengan 

pedoman yang berlaku. 

8. Pejabat Penandatanganan 

Mereka bertugas untuk memberikan persetujuan akhir dan 

menandatangani dokumen yang telah disiapkan. Kemudian memastikan 

apakah dokumen tersebut telah sah agar bisa didistribusikan ke tujuan. 

 

Diskusi  

Pada kegiatan pengabdian ini kurangnya pengetahuan staf pada dinas 

pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat mengenai 

pedoman tata naskah dinas yang baru menjadi penyebab kurang optimalnya 

pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan pada lingkup kantor ini.  

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dinas terkait telah menyediakan 

fasilitas yang memadai dalam mendukung agar optimalnya pelaksanaannya. 

Kemudian sikap staf pada dinas terkait yang mau menerima ilmu serta 

mengimplementasikannya dengan baik menjadi faktor pendukung dalam optimalnya 

pelaksanaannya. 
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Kesimpulan  

Kegiatan pengabdian ini telah berhasil membantu pengoptimalisasi 

pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan pada dinas terkait. Sosialisasi telah 

dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan skill staf pada dinas pekerjaan 

umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat guna mengoptimalkan 

pelaksanaan Tata naskah dinas dan tata kearsipan pada lingkup dinas tersebut. 

Kemudian dalam pelaksanaan tata naskah dinas akan melalui beberapa tahapan yaitu 

pembuatan dokumen yang harus melalui format resmi yang telah ditetapkan dalam 

pedoman tersebut. Setelah itu proses penerimaan dan pencatatan arsip akan melewati 

beberapa langkah mulai dari penyortiran, pencatatan, penyusunan, hingga 

penyimpanan arsip. Tentunya kegiatan-kegiatan ini telah berjalan dengan baik 

dikarenakan kerja sama yang baik antara pimpinan dan stafnya. Mereka menjalani 

tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 

 

Saran 

Setiap adanya perubahan mengenai pedoman tata naskah dinas yang baru 

diharapkan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi nusa tenggara barat 

segera melakukan sosialisasi agar staf pada dinas terkait menjadi paham dan mengerti 

sehingga pelaksanaan tata naskah dinas menjadi optimal. 
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